
PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KARANGANYAR
dan

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 47 3.3121 51.12AX12022

NOMOR : 415/sr ' 26/Pi// 2022

TENTANG

HAK AKSES DAN PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN,
DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK
YANG DIGUNAKAN UNTUK VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PASIEN

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

Pada hari ini kamis tanggal satu bulan september tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, kami yang bertanda
tangan di bawah ini, masing-masing :

I. JUNAIDIPURWANTO Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Karanganyar, berkedudukan di Jalan Kapten Mulyadi
Cangakan Karanganyar Telepon (0271) 495035, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Karanganyar, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KESATU;

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar,
berkedudukan di Jalan Laksda Yos Sudarso Karanganyar
Telepon (0271) 495025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas
nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian
Kersama ini disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:
1. bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Karanganyar sebagai instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang
melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Karanganyar di
bidang Pelayanan Kesehatan yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dinas
Kesehatan Kabupaten Karanganyar sebagai pihak yang berwenang melaksanakan
pelayanan Kesehatan di Kabupaten Karanganyar.
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(1) Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur
sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

(2) Nomor lnduk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas
Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar
sebagai Penduduk lndonesia.

(3) Pengguna adalah Lembaga Negara, Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian,
Badan Hukum lndonesia dan Organisasi Perangkat Daerah yang menerima hak akses
untuk memanfaatkan data kependudukan.

(4) Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada
Penyelenggara, lnstansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses Basis Data
Kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

(5) Web Portal adalah aplikasi website yang menjadi pintu gerbang alau stafting point yang
digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
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Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahin atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 5475);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
berbasis Nomor lnduk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 1 12 Tahun 2013 (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 257);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama
Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2011
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2014 Nomor 12);

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2019 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar
Nomor 82 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun 2019 Nomor 82);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pemberian Hak Akses dan
Pemanfaatan Data Kependudukan.

PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan Nomor lnduk
Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dalam lingkup tugas
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I
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(6) Jaringan Tertutup adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan
keamanan tinggi yang disediakan oleh provider dengan izin penyelenggaraan jaringan
tertutup.

(7) Data Balikan adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Lembaga pengguna yang
telah melakukan akses Data Kependudukan.

(8) Perangkat pembaca KTP-el yang selanjutnya disebut Card Reader adalah alat pembaca
.^. {ata elektronik yang tersimpan di dalam cip KTP-el melalui verifikasi sidik jari 1:1.
(9) Data Pribadi adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat aan dijaga kebenaran

serta dilindungi kerahasiaannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA
PIHAK dalam rangka verifikasi dan validasi data pasien pada layanan PIHAK KEDUA
melalui Pemanfaatan Nomor lnduk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda
Penduduk Elektronik; dan

(2) Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kemudahan pemanfaatan data
kependudukan untuk pelayanan publik di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten
Karanganyar.

BAB III
KEWAJIBAN PARA PIHAK

Pasal 3

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
a. memberikan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NlK,

Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal/bulan/tahun lahir, Jenis pekerjaan,
Status perkawinan dan Alamat sekarang kepada PIHAK KEDUA melalui NIK;

b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan jaringan
komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga
kerahasiaan data kependudukan;

c. memberikan user id dan password kepada PIHAK KEDUA yang pengelolaannya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA;

d. memberikan spesifikasi teknis perangkat pembaca KTP Elektronik (Card Reader) sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. memberikan bimbingan teknis dan pendampingan teknis implementasi pemanfaatan
NlK, Data Kependudukan dan KTP Elektronik atas biaya PIHAK KEDUA.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk :

a. mencantumkan NIK yang sudah dijamin ketunggalannya dalam dokumen yang
diterbitkan PIHAK KEDUA;

b. memberikan data balikan berupa data Nomor Rekam Medis, data Nomor Surat
Keterangan Kematian dan data Golongan Darah guna melengkapi database
kependudukan milik PIHAK KESATU;

c. bertanggungjawab sebagai pemegang hak akses atas data kependudukan yang diakses
dari PIHAK KESATU;

d. melakukan mekanisme akses data melalui l4leb Portal (call N/K) dengan Jaringan
Tertutup dan penggunaan perangkat pembaca KTP Elektronik (Card Reader);

e. memberikan layanan kesehatan berbasiskan KTP Elektronik dan tidak
mempertimbangkan tempat penerbitan KTP Elektronik;

f. menyediakan tenaga teknis dan perangkat pembaca KTP EleKronik, sesuai dengan
spesifikasi yang diberikan PIHAK KESATU beserta kartu secure access module (SAM);
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g. menyedia.kan dukungan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan
pendampingan teknis implementasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTp
Elektronik;

h. membantu sosialisasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTp Elektronik
melalui media sosial PIHAK KEDUA; dan

i. menjamin kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data, serta tidak melakukan
penyimpanan data kependudukan yang telah diakses dari pIHAK KESATU dan tidak
memberikan data kepada pihak lain walaupun jangka waktu perjanjian Kerjasama ini
telah berakhir.

BAB IV
HAK PARA PIHAK

Pasal 4

(1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
a. mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA;
b. menerima data balikan berupa data Nomor Rekam Medis, data Nomor Surat Keterangan

Kematian dan data Golongan Darah dari PIHAK KEDUA yang data kependudukannya
telah diakses oleh PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, untuk
melengkapi database kependudukan; dan

c. mendapatkan jaminan dari PIHAK KEDUA terhadap kerahasiaan, keutuhan dan
kebenaran data yang telah diakses oleh PIHAK KEDUA serta tidak dilakukannya
penyimpanan dan tidak diberikannya data kependudukan kepada pihak lain walaupun
jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :

a. mendapatkan hak akses secara terbatas data kependudukan berupa Nomor KK, NlK,
Nama lengkap, Jenis kelamin, Tempat lahir, Tanggal/bulan/tahun lahir, Jenis pekerjaan,
Status perkawinan dan Alamat sekarang dari PIHAK KESATU melalui NIK'

b. mendapatkan bimbingan teknis dan -pendampingan teknis pemanfaaian NlK, Data
Kependudukan dan KTP Elekhonik serta penggunaan perangkat pembaca KTP
Elektronik, atas biaya PIHAK KEDUA;

c. menerima user id dan password dari PIHAK KESATU yang pengelolaannya menjadi
tanggungjawab PIHAK KEDUA; dan

d. mendapatkan fasilitasi dari PIHAK KESATU dengan Dinas Kominfo terkait penyediaan
jaringan komunikasi data yang bersifat tertutup (bukan internet publik) untuk menjaga
kerahasiaan data kependudukan.

BAB V
JANGKAWAKTU

Pasal 5

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini oleh
PARA PIHAK yaitu dari tanggal 't September 2022 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024 dan
dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini berakhir apabila :

(1) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama telah berakhir dan/atau atas kesepakatan PARA PIHAK
untuk mengakhiri Kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir; dan

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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(2) Adanya perubahan terhadap kelembagaan PIHAK KEDUA, sehingga perlu pembaharuan
Perjanjian Kerjasama ini.

BAB VII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

Pasal 7

(1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA pIHAK atau keadaan memaksa, dapat
dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan pARA plHAK.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah adanya kebijakan
Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan pARA plHAK.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

(1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan
pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara
musyawarah untuk mufakat; dan

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak tercapai,
maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan NlK, Data
Kependudukan dan KTP Elektronik per semester, bulan Juni untuk semester pertama dan
bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK KESATU;

(2) PIHAK KESATU melakukan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan KTP
Elektronik secara berkala atas laporan dari PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada
Ayat (1);

(3) PIHAK KESATU dapat melaksanakan evaluasi pemanfaatan NlK, Data Kependudukan dan
KTP Elektronik sewaktu-waktu; dan

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaporkan oleh PIHAK KESATU
kepada Bupati Karanganyar.

BAB X
LAIN-LAIN
Pasal 10

(1) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 Ayat (2), maka PIHAK KESATU dapat mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini;

(2) Dalam hal diperlukan adanya penambahan dan/atau pengurangan materi Perjanjian
Kerjasama ini, dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan
dalam Adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

(3) Ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini
mengacu kepada Petunjuk Teknis yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU
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BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing sama aslinya
yang dibubuhi materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah
ditandatangani PARA PIHAK dengan dicap stempel resmi.
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